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Cagar Budaya dan nilai-nilai Kota Yogya seba-

gai Kota Pendidikan,Ó jelas Haryadi seusai

melakukan pertemuan dengan Sultan  di Ge-

dhong Wilis Kompleks Kepatihan, Kamis (3/9).

Walikota  mengatakan, pemanfaatan Grha

Padmanaba maupun gedung Stella Duce

salah satu tujuannya untuk menunjang

kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.

Karena di dalamnya akan ada beberapa fasili-

tas yang berkaitan dengan kegiatan pembela-

jaran. Seperti ruang laboratorium, ruang kelas,

IT, ruang pertemuan serta beberapa ruang

lainnya yang rencananya akan dibangun 6

lantai. Adapun untuk pembiayaan Grha

Padmanaba akan diambilkan dari dana

Keluarga Besar Alumni (KBA) SMAN 3

Yogyakarta, sedangkan untuk Stella Duce dari

Yayasan yang diprediksikan menghabiskan

biaya sebesar Rp 15 miliar. Sebelum pemba-

ngunan dilakukan, selain memastikan kesiap-

an biaya juga perlu diperhatikan aktivitas pem-

belajaran tidak terganggu.

ÒPemkot Yogyakarta memastikan pemba-

ngunan kedua gedung itu tidak mengganggu

proses belajar mengajar. Begitu pula untuk

pendanaannya harus dipastikan lancar dan ti-

dak macet di tengah jalan. Adapun untuk wak-

tu pembangunan, pihaknya belum bisa

memastikan kapan akan mulai dan teknis di

lapangan akan berjalan seperti apa,Ó

terangnya.

Sedangkan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota

Yogya Agus Tri Haryono menambahkan gam-

baran awal desain pembangunan Grha

Padmanaba di SMA N 3 Yogyakarta dan

Gedung Stella Duce di SMA Stella Duce 1

merupakan kolonial indische. Kedua gedung

yang berada di kawasan cagar budaya

Kotabaru ini akan dimanfaatkan untuk men-

dukung dunia pendidikan sebagai tempat be-

lajar mengajar seperti laboratorium, ruang

pertemuan, fasilitas ITdan sebagainya.

Agus menegaskan lokasi rencana pemba-

ngunan gedung edukasi tersebut memang

berada di Kawasan Kotabaru Kota

Yogyakarta, namun untuk SMA N 3

Yogyakarta masuk tanggung jawab Pemda

DIY. Karena masuk peraturan kawasan cagar

budaya, sehingga pembangunan gedung-

gedung baru  tersebut jangan sampai keluar

dari rohnya cagar budaya. Untuk itulah,

Pemkot Yogyakarta melaporkannya langsung

kepada Gubernur DIY.

ÒDua gedung yang akan dibangun di

Kawasan Kotabaru ini akan menyesuaikan

dengan bangunan cagar budaya yang sudah

ada di masing-masing. Kita justru menyesuai-

kan dengan bangunan cagar budaya yang

sudah ada,Ó imbuhnya. (Ria/Ira) -f

dokumen yang nilainya di bawah atau sama

dengan Rp 5 juta tidak perlu menggunakan

meterai. ÒIni adalah salah satu bentuk pemi-

hakan. Ini kenaikan dari yang tadinya doku-

men di atas Rp 1 juta harus berbiaya meterai,Ó

ujarnya.

Dikatakan, RUU Bea Meterai yang berisi

32 pasal tersebut juga mengatur mengenai

penyetaraan pengenaan pajak atas doku-

men baik dalam bentuk kertas maupun digi-

tal. ÒIni sesuai perubahan zaman sehingga ki-

ta berharap dengan adanya UU ini kita bisa

memberikan kesamaan perlakuan untuk

dokumen kertas dan nonkertas,Ó katanya.

Kemudian, UU yang sudah 34 tahun belum

pernah direvisi ini turut memberikan kepastian

hukum bagi dokumen elektronik untuk meng-

gunakan meterai elektronik sesuai perkem-

bangan teknologi. ÒUntuk saat terutang dan

subjek bea meterai secara terperinci perjenis

dokumen dan penyempurnaan administrasi

pemungutan bea meterai ini juga diharapkan

memberikan kepastian hukum,Ó jelasnya.

Selanjutnya, RUU Bea Meterai mengatur

mengenai pembebasan bea meterai ter-

hadap penanganan bencana alam serta

kegiatan bersifat keagamaan dan sosial da-

lam rangka mendorong program Pemerintah

dalam melakukan perjanjian internasional.

Penyempurnaan sanksi administratif dan

ketidakpatuhan pemenuhan pembayaran

bea meterai juga diatur dalam RUU ini.

Sanksi pidana pun tak luput disempurnakan

dalam RUU Bea Meterai untuk memini-

malkan sekaligus mencegah tindak pidana di

bidang perpajakan. ÒJuga dilakukan pe-

nyempurnaan termasuk mengenai penge-

daran, penjualan, pemakaian meterai palsu

serta bekas pakai,Ó katanya.

Ia mengatakan, berbagai kebijakan dalam

RUU Bea Meterai yang sebentar lagi menja-

di UU ini mulai diberlakukan pada awal

Januari 2021 agar Pemerintah dapat menyi-

apkan seluruh peraturan perundang-un-

dangan di bawahnya.                                (Ant)-f

Puspom TNI akan bekerja sama dengan

Puspom TNI AL serta Puspom TNI AU untuk

menyelidiki pelaku dari dua matra itu yang terlibat

dalam penyerangan Polsek Ciracas dan sekitar-

nya. TNI memastikan akan menyelesaikan kasus

ini secara transparan.

ÒKita berharap terhadap rekan-rekan bila memi-

liki informasi tolong diberikan. Kita berharap kasus

ini dapat terbuka terang benderang dan dapat di-

ikuti secara transparan,Ó tegas Eddy.

Dikatakan, sesuai perintah pimpinan, diusut tun-

tas. Prajurit harus disiplin dan mempertanggungja-

wabkan yang dilakukan. Diingatkan pula kepada

para prajurit TNI untuk berlaku sesuai tugas dan ke-

wajibannya, serta tidak melupakan Sapta Marga

serta Sumpah Prajurit.                                          (Edi)-d

yang sedang dilakukan Kepolisian dan

Kejaksaan. Pengambilalihan itu bisa di-

lakukan atas beberapa alasan. 

Poin pertama, yakni adanya laporan ma-

syarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak

ditindaklanjuti. Kedua, pengambilalihan di-

lakukan bila proses penanganan tindak pi-

dana korupsi tanpa ada penyelesaian atau ter-

tunda tanpa alasan yang dapat dipertang-

gungjawabkan. Poin ketiga, yakni bila pe-

nanganan tindak pidana korupsi ditujukan un-

tuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi

yang sesungguhnya. Kemudian, keempat

adalah bila penanganan tindak pidana korupsi

mengandung unsur tindak pidana korupsi. 

Untuk poin kelima, pengambilalihan di-

lakukan bila ada hambatan penanganan tin-

dak pidana korupsi karena campur tangan

dari pemegang kekuasaan eksekutif,

yudikatif atau legislatif. Poin keenam, yakni bi-

la ada keadaan lain yang menurut pertim-

bangan kepolisian atau kejaksaan, pe-

nanganan tindak pidana korupsi sulit dilak-

sanakan secara baik dan dapat dipertang-

gungjawabkan. 

Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas

Polri, Kombes Ahmad Ramadhan mengata-

kan, berkas perkara kasus red notice Djoko

Tjandra dengan tersangka Brigadir Jenderal

Prasetijo Utomo (PU) Tommy Sumardi (TS),

Irjen Napoleon Bonaparte (NB) dan Djoko

Tjandra (JST) sudah selesai dan dilimpahkan

ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

ÒPerkembangan penyidikan tindak pidana

red notice tersangka PU, TS, JST dan NB

telah melimpahkan atau melakukan tahap

satu penyerahan berkas perkara ke JPU,Ó

katanya di Mabes Polri, kemarin

Berkas perkara tersebut sudah diterima

Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung

(Kejagung). ÒUntuk selanjutnya berkas

perkara tersebut akan dipelajari,Ó kata

Kombes Ahmad Ramadhan.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan

Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi

Setiyono mengatakan, berkas perkara terkait

kasus surat jalan palsu dan penghapusan

red notice Djoko Tjandra akan selesai pekan

ini. Nantinya, dia akan beri tahu lebih lanjut ji-

ka pemberkasan hal tersebut sudah selesai

dan diberikan ke Jaksa Penuntut Umum.

Pihaknya meminta masyarakat harus mem-

berikan kesempatan kepada penyidik untuk

menyelesaikan  hal tersebut.                 (Obi)-d


